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 Manusia sebagai makhluk hidup, dalam hidupnya pasti membutuhkan 
manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia itu 
sendiri beragam. Salah satu kegiatan perekonomian yang diawali dengan akad 
adalah Jual Beli.  Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni 
pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar 
harga barang yang dijual. Jual beli air dengan standar waktu merupakan jual beli 
yang dilakukan di Kelurahan Bukit Kemuning oleh warga sekitar untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari saat musim kemarau. Karena jika musim 
kemarau tiba, masyarakat sekitar akan kekurangan air dan akan membeli air 
dengan standar waktu tersebut.  
Permasalahan yang menjadi kajian peneliti adalah bagaimana praktik jual beli air 
dengan menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning? dan 
bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan 
menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui praktik jual beli air bersih degan menggunakan standar 
waktu di Kelurahan Bukit Kemuning dan untuk mengetahui perspektif hukum 
Islam tentang jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di 
Kelurahan Bukit Kemuning. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskripstif, yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa yang saat ini berlaku, 
yakni upaya-upaya mendeskriptifkan, mencatat, analisa san menginterpretasikan 
mengenai jual beli air dengan standar waktu. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumetasi di lokasi penelitian. 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi 
data. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan jual beli air 
dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning sudah berjalan cukup baik. 
Karena penjual menyediakan sumber air untuk dilakukan proses jual beli. Jika 
sudah terjadi sepakat antara kedua belah pihak, maka proses jual beli tersebut 
dapat langsung dilaksanakan. Dalam pandangan hukum Islam, pelaksanaan jual 
beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, transaksi ini tidak 
sah (batal) dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun dalam 
kenyataannya masyarakat tidak merasa keberatan, namun transaksi jual beli 



















َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة : َأنَّ النَِّبَّ َصلىَّ اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع اْلََْصاِة َوَعْن بَ ْيِع 
(اْلََْماَعُة ِاالَّ  اْلُبَخارِ َرَواُه )َغرَارِ   
 
Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang jual beli 
dengan cara lemparan dan jual beli secara gharar.” 
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A. Penegasan Judul 
 
Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka 
penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi  
yang berjudul “Jual Beli Air dengan Standar Waktu Perspektif Hukum 
Islam”yaitu sebagai berikut: 
Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang 
menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang 
yang dijual.
1
 Sedangkan dalam syaria‟at Islam jual beli adalah pertukaran harta 
tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan 
pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan 
persetujuan dan hitungan materi.
2
 
Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, 
hewan, dan tanaman yaitu sebagai media pengangkutan zat – zat makanan, juga 
merupakan sumber energi serta sebagai keperluan lainnya.
3
 Air yang dimaksud 
dalam masalah ini adalah air yang berasal dari sumur bor. Air sumur bor ini 
dimiliki sendiri oleh penjual air tersebut. Air bersih tersebut digunakan untuk 
kehidupan sehari-hari diantaranya untuk minum dan untuk kebutuhan MCK 
(mandi, cuci, kakus). 
                                                             
1
Departemen Pendidikian Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 589. 
2
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12, cet ke- 10 ( Bandung: Al- Ma,arif, 1996), h. 120. 
3
 Endar Budi Sasongko dan Endang Widyastuti dan Rawuh Edy Priyono, “ Kajian 
Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten 
Cilacap”, jurnal Ilmu Lingkungan, vol 12 issue: 72-82 (2014), h.1. 
 
 
Standar waktu, standar  adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai 
patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai 
ukuran nilai (harga).
4
 Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, 
perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.
5
 Jadi arti dari standar waktu ini 
adalah suatu ketetapan ukuran waktu yang berisi tentang seluruh rangkaian proses 
ketika sedang berlangsung. Waktu yang dipergunakan untuk proses jual beli 
tersebut berupa menit.  
Perspektif hukum Islam adalah pandangan tentang seperangkat aturan yang 
berdasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 
untuk mengikat dan memaksa bagi seluruh umat Islam. Sesuatu yang mengikat 
dan memaksa sama sifatnya dengan hukum, yakni sama mengikat dan memaksa. 
Semua aturan yang bersifat memaksa dan mengikat harus kita patuhi dan taati. 
Terutama dalam hukum Islam, kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan 
oleh Allah. Untuk melukiskan suatu peraturan pada permukaan yang datar yang 
dapat terlihat oleh mata yang dilihat melalui pandangan hukum Islam. Dalam 
hukum Islam, sesuatu yang tidak ditaati dan dipatuhi, maka akan ada imbalan 
yang setimpal yaitu mendapat dosa.  
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud 
judul ini adalah persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli yang 
menyangkut dengan air bersih menggunakan patokan standar waktu dan 
digambarkan  dengan seperangkat aturan hukum Islam.  
 
                                                             
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat (Jakarta : Gramedia PustakaUtama, 2011, h. 1250. 
5
 Ibid, h. 1424. 
 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif, jual beli air bersih menggunakan sistem waktu ini sangat 
jarang di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan kerugian tersendiri 
terhadap konsumen yang tidak mempunyai penampungan yang besar. 
2. Alasan Subjektif 
a. Tema tentang jual beli air dengan sistem waktu tersebut sangat menarik 
untuk dikaji dan diteliti. 
b. Judul ini menurut penulis memiliki relevan dengan disiplin ilmu yang 
penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan 
hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi 
kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak 
mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu tersebut. Maka dari itu manusia 
membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari- hari untuk menuju kehidupan 
yang berjalan lancar dan lebih baik. Maka dari itu Allah SWT memberikan naluri     
dan pemikiran kepada manusia supaya terbiasa dengan kehidupan dengan 
bersosial dan manusia harus bermuamalah terhadap manusia lain. Manusia 
diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli untuk 
 
 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jual dan beli dilakukan untuk mengambil 
dan memberi sesuatu dengan cara bertukar menggunakan uang. 
Di dalam jual beli terdapat dua pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Penjual 
adalah orang memberikan barang, dan pembeli adalah orang mengambil barang 
tersebut dan memberikan uang kepada penjual tersebut sebagai nilai tukar. 
Salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya 
di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang 
lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu 
terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. 
Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh 
keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau 
jasa) yang berlaku secara ridho sama ridho. Maka dari itu kita sebagai manusia 
sangat diperbolehkan untuk melakukan perniagaan (jual beli), dengan syarat tidak 
ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.  
Islam menentang segala bentuk aktivitas yang mengakibatkan permusuhan 
dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik 
orang lain dengan cara bathil, baik dengan cara paksaan atau perampasan. 
Pengambilan barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama 
suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. 
Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena 
menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia. Oleh karena itu, sebelum 
melaksanakan jual beli, sebaiknya harus memperhatikan syarat dan rukun dalam 
berjual beli, diantara nya harus ada akad (ijab- qabul), adanya benda atau barang 
 
 
yang diperjual belikan, nilai tukar yang telah ditentukan, adanya pihak yang ber 
akad, harga. Seperti yang dijelaskan di atas jual beli harus memiliki akad, jual beli 
yang tidak diawali dengan akad, maka jual beli tersebut tidak sah. 
Kelurahan Bukit Kemuning adalah desa yang memiliki tingkat kesuburan 
yang tinggi, di mana sebagian besar masyarakat di sana bekerja sebagai pekebun, 
namun tak menutup kemungkinan desa yang asri dan nyaman yang masih sangat 
jarang terjamah oleh tingginya gedung, dikala musim kemarau desa tersebut juga 
cukup mengalami kesulitan air. Maka masyarakat pun memanfaatkan kesempatan 
tersebut untuk menjual air di daerah tersebut.Air yang digunakan tersebut air dari 
sumur bor milik pribadi. Maka pada saat musim kemarau tersebut lah si penjual 
air ini mengalami panen dari hasil penjualan air tersebut. 
Sistem yang digunakan oleh penjual air ini adalah standar waktu, dimana air 
yang dijual tersebut dijual selama 45 menit dengan harga 20.000 rupiah. 
Kemudian proses jual beli tersebut terjadi di rumah penjual, dimana orang yang 
akan membeli air harus melakukan perjanjian/negosiasi untuk mendapatkan 
kesepakatan antara keduanya. Setelah terjadi kesepakatan anatara keduanya, maka 
pembeli harus mempersiapkan wadah penampungan yang cukup besar untuk 
menampung air selama 45 menit tersebut. Dengan menggunakan selang paralon  
milik penjual, jika selang yang dibawa oleh penjual air tersebut tidak melampaui 
sampai rumah si pembeli, maka si pembeli yang harus menambah selang lagi dari 
si pemilik rumah. Akad jual beli ini dilakukan secara langsung di rumah penjual 
air. Setelah selesai proses pengaliran air tersebut, maka proses 
transaksi/pembayaran di rumah penjual. 
 
 
Dalam jual beli ini pihak penjual menyiapkan waktu selama 45 menit, 
namun pihak penjual ini tidakmau tahu seberapa banyak air yang didapatkan oleh 
si pembeli, karena setelah mencapai 45 menit harga yang dibayarkan pembeli 
tetaplah 20.000 rupiah meskipun air yang didapatkan jumlah tidak sama antar 
pembeli yang satu dengan yang lainnya dikarenakan jarak rumah yang jauh.  
Semakin jauh jarak rumah antara penjual dan rumah pembeli, maka semakin 
sedikit air yang diperoleh oleh pembeli. Namun warga desa Bukit Kemuning ini 
tidak merasa keberatan dengan sistem jual beli tersebut dikarenakan jual beli air 
ini sangat membantu untuk kehidupan warga sekitar. Praktik ini sangat menarik 
bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi 
dalam praktik jual beli air dengan standar waktu. Sehingga penulis membuat 
permasalahan ini dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul “ Jual 
Beli Air dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam.” 
D. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti. Berdasarkan latar 
belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka fokus dalam 
penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang pelaksanaan 
jual beli air bersih dengan standar waktu antara penjual dan pembeli air yang 
ditinjau dengan perspektif hukum Islam di Desa Bukit Kemuning, Kec. Bukit 





E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
proposal ini adalah: 
1. Bagaimana praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu di 
Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit Kemuning, Kab. Lampung Utara? 
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan 
menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kec. Bukit 
Kemuning, Kab. Lampung Utara? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian setelah melihat rumusan 
masalah diatas adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar 
waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara. 
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli air bersih dengan 
menggunakan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning,  Lampung Utara. 
G. Signifikansi Penelitian 
Signifikansi / manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya. 
Dilihat dari tujuan penelitian di atas, maka signifikansidalam penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi 
penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli air bersih dengan 
 
 
menggunakan standar waktu menurut perspektif hukum Islam dan sumbangan 
bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. 
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat, 
memperluas wawasan bagi masyarakat umum dan dapat memahami pandangan 
hukum Islam mengenai jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu 
di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten 
Lampung Utara. 
H. Metode Penelitian 
Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian secara langsung 
tentang jual beli air dengan sistem waktu yang akan dianalisa menggunakan 
metode kualitatifdengan pendekatan induktif. Metode itu sendiri diartikan sebagai 
suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan 
penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 
memperoleh fakta–fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati- hati dan sistematis 
untuk mewujudkan kebenaran.
6
 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan ( field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang 
sebenarnya, yang pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk 
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memecahkan masalah- masalah praktis dalam masyarakat.
7
 Di samping itu 
selain menggunakan penelitian lapangan, penulis juga menggunakan 
penelitian pustaka (library research) sebagai penunjang untuk menambah 
referensi bagi penulis. 
b. Sifat Penelitian 
Jika dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini disebut penelitian deskriptif, 
karena dalam penelitian berisi tentang uraian dalam kalimat atau kata yang 
di pilih oleh penulis dari orang- orang yang berperilaku yang dapat 
dipahami. Dalam permasalahan ini penulis akan menggambarkan atau 
memaparkan tentang kondisi yang ada di lapangan  tentang pelaksanaan 
praktik jul beli dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, 
Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. 
2. Sumber Data Penelitian 
Adapun sumber data dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli atau pihak pertama.Adapun sumber data yang diambil dari 
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual dan pembeli air  di 
Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lainnya. 
Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diperoleh dari 
perpustakaan yang berupa buku, dokumen, dan jurnal  yang di dapatkan 
dengan cara membaca, menelaah, merangkum, dan mencatat sebagai 
referensi, kemudian di saring untuk penulis jadikan proposal ini. 
c. Populasi dan Sampel 
1) Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan 
diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, 
dan sebagainya.
8
 Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah 102 
orang,yang dapat dibagi yaitu 100 orang pembeli air dan 2 orang penjual 
air. 
2) Sampel 
Sampel atau sampling berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu 
yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah untuk 
memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara 
mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah 
objek penelitian. Tujuan lainnya yaitu untuk mengemukakan dengan 
tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari 
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hasil penyelidikan. Selanjutnya untuk mengadakan penaksiran peramalan 
dan pengujian hipotesa yang telah dirumuskan.
9
 Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah proposive sampling yaitu teknik 
mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, 
melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada 
tujuan tertentu.
10
 Untuk sekedar perkiraan, apabila subjeknya kurang dari 
100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar maka 
dapat diabil antara 10% - 15% atau lebih.
11
 Dalam hal ini yang akan 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang, yakni 10 orang 
pembeli air dan 2 orang penjual. 
d. Metode Pengumpulan Data 
1) Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai cirri 
spesifik yaitu tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam 
yang lain. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 
merupakan suatu kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan.
12
 Dalam hal ini penulis 
mendapatkan data dan informasi dengan cara datang dan melihat secara 
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langsung tentang praktik jual beli air tersebut, yaitu pada rumah salah 
satu warga yang sedang membeli air. 
2) Wawancara (interview) 
Wawancara (interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil.
13
 Wawancara ini dilakukan untuk menggali 
informasi secara lebih dalam mengenai hal yang terjadi. Model 
wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara membuat 
daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian ditanyakan kepada 
narasumber sambil penulis merekam dan merangkum jawaban dari 
narasumber. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda, majalah, prasasti, notulen 
rapat, ledger, agenda dan sebagainya.
14
 Studi dokumentasi merupakan 
teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek 
penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika 
dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa 
dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang 
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selanjutnya ditulis oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan dokumentasi berupa foto saat sedang proses jual beli. 
e. Metode Pengolahan Data 
Dalam penelitian ini, pengolahan data yang digunakan oleh penulis 
diantaranya sebagia berikut: 
1) Pemeriksaan Data ( Editing) 
Pengecekan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 
mengkoreksi kesalahan- kesalahan yang terdapat dalam penulisan, 
sehingga kekurangannya dapat di lengkapi atau diperbaiki. 
2) Sistematisasi Data (Systemating) 
Systemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan- 
bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai 
dengan klasifikasi data yang diperoleh. 
f. Metode Analisis Data 
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya yang 
dilakukan yaitu menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data 
yang telah dikumpulkan. Pengertian menganalisis data sendiri itu ialah 
kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian 
dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan atau kesimpulan.
15
 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
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metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk menguraikan dan 
merinci kalimat- kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. 
Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan 











A. Kajian Teori 
1. Aqad 
a. Pengertian Aqd  
Sebelum melaksanakan kegiatan muamalah, sebaiknya kita harus 
melakukan aqd( perikatan / perjanjian) terlebih dahulu. Menurut bahasa, 
aqd antara lain berarti :  ُْتظ ,(mengikat) انشَّ َعْقذج    ( sambungan), dan  ُاْنَعٍُذ 
(janji).  
Mengikat ( ُْتظ  yaitu: "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat (انشَّ
salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambung, kemudian 
keduanya menjadi sepotong benda. Sambungan (  َعْقَذج) yaitu:  
ْ ُْٔمِسُكٍُ  ِصُم انَِّز ُْ ثِّقٍُُمَ اَْنَم َُ ُٔ َ  ماَ
Artinya: "sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya." 
Janji )اَْنَعٍُُذ(  sebagaimana dijelaskan dalam Al–Qur‟an:  
               
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Istilah „ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pernyataan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak 
ada sangkut pautnya dengan orang lain.  Perjanjian yang dibuat seseorang 
tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak 
berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan „aqdu 
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang 
mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut 
serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang 
pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji („ahdu) dari dua orang 
yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. 




1) Perjanjian („ahdu) 
2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 
3) Perikatan („aqdu) 
Bisa juga “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun 
ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi.” Menurut 
terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara 
umum dan secara khusus. Pengertian umum akad menurut pendapat ulama 
Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan 
oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 
                                                             
17
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 44.  
 
 
pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginanan 
dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. 
Pengertian aqd dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, 
antara lain: 
ٍل َعهإِْستِثَا طُ  ُْ ُ َْٔجا ٍب تِقَث ًٍ إِ ْج َ عٍ َْٔثثُُت  َّ  َْ ًِ َمْشُش ّْ َمَحهِّ أَتََشيُ فِ  
Artinya: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan 
ketentuan  syara‟ yang berdampak pada objeknya.”
18
 
Dengan demikian, aqd merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang 
menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum 
terhadap objek yang diakadkan.
19
 Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua 
bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqd, 




b. Rukun dan Syarat Aqd 
1)  Rukun Aqd 
Rukun aqd yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan 




a). Shighat (pernyataan ijab dan qabul)  
b). Aqidain (dua pihak yang melakukan kontrak) 
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c). Ma‟qud Alaih (objek kontrak)  
Dari definisi ini maka yang menjadi rukun aqd di kalangan Hanafiyah 
adalah shighat aqad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari aqad adalah 
ikatan antara ijab dan kabul. 
Rukun menurut jumhur fuqaha‟ selain Hanafiyah adalah apa yang 
keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat 
sesuatu. 
Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun aqd di kalangan jumhur 
fuqaha ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), ma‟qudalaih (objek 
akad), dan shighat aqad (ijab dan kabul).
22
 
2) Syarat Akad  




a). Syarat-syarat terjadinya aqd, yaitu sesuatu yang menjadikan aqd sah 
menurut syara‟, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi 
batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. 
Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap aqd. Sedangkan 
syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian aqad dan tidak 
harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserah 
terimakan objek benda dalam aqd, baik dalam jual beli, hibah, pinjam–
meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya 
batal aqd tersebut. 
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b). Syarat sahnya aqd, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara‟ untuk mengatur 
dampak aqd. Jika syarat tidak terpenuhi, maka aqd rusak. Di antara syarat 
sahnya aqd yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya 
aqd dari enam hal, yaitu kesamaran (jahalah), pemaksaan (ikrah), 
pembatasan waktu (tauqit), ketidakjelasan (gharar), kemadharatan 
(dharar), dan syarat yang rusak (syarth al-fasid). 
c). Syarat pelaksanaan aqd. Disyaratkan agar aqd itu terlaksana oleh dua 
hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu 
seseorang yang memiliki kebebasan mentashrufkan dan memanfaatkan 
benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot, 
bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang 
dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentashrufkan benda, baik hal asli 
seperti yang dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau 
orang yang diberikan wasiat olehnya. 
d). Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akd adalah 
adanya kepastian hukum (lazim). Disyaratkan agar akad mempunyai 
kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang 
memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. 






c. Batal dan Berakhirnya Akad 
1) Batalnya Akad 
Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum 




a) Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut para ulama, penawaran 
bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh pihak kedua. 
Kebolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum 
terjadi. Pendapat ini didukung oleh Hanafi. 
b) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah 
satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran. 
c)  Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan. 
d) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan 
berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan ( qabul) dari pihak 
lain (kedua). 
2) Berakhirnya Akad 
Aqd berakhirnya dengan sebab fasakh, kematian. Berikut ini akan 
diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir: 
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(1) Fasakh dengan sebab akad fasid (rusak) 
Apabila terjadi akad fasid, seperti ba‟i majhul (jual beli yang 
objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual 
beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, 
kecuali bila terdapat penghalang untuk memfasakhkan, seperti barang 
yang dibeli telah dijual atau dihibahkan. 
(2)  Fasakh dengan sebab khiyar 
Terhadap orang yang punya hak khiyar boleh menfasakhkan 
akad. Akan tetapi, pada khiyar aibi kalau sudah serah terima menurut 
Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan 
atau berdasarkan keputusan hakim.  
(3)  Fasakh dengan iqalah (menarik kembali) 
Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal 
dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan 
berdasarkan keridaan pihak lain. 
(4)  Fasakh karena tidak ada tanfiz ( penyerahan barang/harga).  
Misalnya, pada akad jual beli barang rusak seblum serah terima 
maka akad ini menjadi fasakh. 
(5) Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad atau terwujudnya 
tujuan akad. Akad fasakh dan berakhir dengan sendirinya karena 
habisnya waktu atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad 
ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa. 
 
 
b)  Berakhirnya akad karena kematian 
Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad 
diantaranya ijarah. Menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan sebab 
meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad 
lazim (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain 
Hanafiyah akad ijarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu 
dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad rahn, kafalah, 
syirkah, wakalah, muzaraah, dan musaqah. Akad ini  berakhir dengan 
meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. 
c)  Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad mauquf. 
2. Jual Beli dalam Perspektif Islam 
a. Pengertian Jual Beli 
Lafazh انثٕع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. 
Para ahli menggunakan istilah انثٕع kepada makna yang mengeluarkan atau 
pemindahan sesuatu dari pemiliknya dengan harga tertentu.
26
 
Secara bahasa (etimologi), jual beli berarti :  
ٍء  ْٓ ءٍ ُمقَا تَهَحُ َش ْٓ تَِش  
Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba‟i 
(jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.  
Hal ini sebagaimana firman Allah:  
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…         )َاْلألََيُه( 




Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat ulama fiqh 
yang  mendefinisikan jual beli, meskipun memiliki arti dan substansi yang 
tidak jauh berbeda, diantaranya sebagai berikut: 
1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 
a)  Definisi dalam arti umum, yaitu: 
 ٌِ ُِ وَْح َ ِح  اْنفِضَّ َ ٌَِة  ِْٕه تِانىَّْقَذْىِه انزَّ ُْٕع اْنَع تَ َُ ٌُ ْهَعحِ مَ ُمثَاَدنَحُ انسِّ َْ ا اَ أَ ٌِ ُِ وَْح َْ  تاِنىَّْقِذأَ
 َّ صٍ  َعه ُْ ًِ َمْخُص ْج َ 
Artinya: “ jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar 




b)  Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
َُ ُمثَاَدنَح  اْنَماِل عَ  ٌُ َ َّ جْ  ه صٍ  ًِ َ ُْ  َمْخُص




2) Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua 
macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. 
                                                             
27
Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan 
Bisnis), (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.111.  
28
Abdurrahman Al-Jazairy, Khitabul Fiqh „Alal Madzhabib al- Arba‟ah, Juz II, (Beirut: 
Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.  
29
Ibid, h. 135.  
 
 
a)  Definisi dalam arti umum, yaitu: 
َضِح عَ  َ َُ َعْقُذ َمَعا  َّ فٍَُ ِْٕش مَ  ه الَ ُمتَْعِح نَزَّ فِ اَ ىَغ َ  جِ َع 
Artinya: “ jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”
30
 
Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah 
akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat 
ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia 




b)  Definisi dalam arti khusus, yaitu:  
َ َضحٍ  َُ َعْقُذ ُمَعا الَ مُ  َّ َعه فٍَُ َ ِْٕش َمىَا فَِع  ُمَكا ََٔسحٍ َغ َْ ِج أَ ْٕحِ  ْتَعِح نَزَّ َُ َض  أََحُذ ِع
  ًِ ِْٕه فِْٕ ُْٕش انَْع ٍح, ُمَعَّٕه  َغ الَ فِضَّ َ ُْٕش َرَحٍة   َغ
Artinya: “ jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 
bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan 
bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”
32
 
Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 
daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya 
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dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 
merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun 




3) Menurut Imam Syafi‟i, beliau mendefinisikan jual beli yaitu pada 
prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan 




4) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: pertukaran harta dengan harta 
(yang lain) untuk saling menjadikan milik. 
5) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli menurut istilah adalah tukar 
menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah 
dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu‟athaa (tanpa ijab-qabul).
35
 
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa 
pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran 
benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan 
secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana 
salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang sesuai dengan ketentuan 
yang dibenarkan oleh syara‟ dan disepakati.  
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b. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟, 
yakni: 
1) Al-Qur‟an, diantaranya: 
a) Surah Al-Baqarah ayat 275: 
...               ... 
Artinya: ...“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan     riba.”...(Q.S. Al-Baqarah:(2):275). 
Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa jual beli 
merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, 




Dibolehkannya jual beli karena memang jual beli sangat 
dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan 
hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang 
dibutuhkannya. Kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan 
orang lain. Maka dengan jual beli, manusia saling tolong menolong 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda 
kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang 
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b) Surah Al-Baqarah ayat 282:  
 …                        
                             
 
Artinya: ”...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.” (Q.S.Al-Baqarah: 282). 
 
c).Surah An-Nisa ayat 29: 
                      
                  
              
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q.S. An-Nisa: (4):29) 
 
Menurut Imam Syafi‟i menyatakan, secara asal jual beli 
diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau 
keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak 
bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara‟.
38
 
2) As-sunnah, diantaranya: 
 ُ ِ َصهَّ ّللاَّ ُ قَاَل : وٍََّ َسُسُُل ّللاَّ َٓ ّللّاُ َعْىًُ اَوًَّ  َعْه اَوَِس ْتِه َما نِِك َسِض
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َسهََّم َعِه اْنُمَحاقَهَِح  َ  ًِ ْٕ اْنُمَخاَضَشِج  ,َعهَ اْنُمىَا تََزجِ  ,انُْمالََمَسح ,َ اْنُمَزاتَىَِح. ,َ َ 
 سِ(ا)سَاي انثخ 
Artinya: “ Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang 
melakukan jual beli yang belum ditunaikan, jual beli yang 
buahnya blum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual 
beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak 




َسهَّمَ  َ  ًِ ْٕ ُ َعهَ َٓ َصهَّّ ا َّللَّ ُ َعْىٍَا أَنَّ انىَّثِ َٓ ّللاَّ اُد َعْه َعاأَِشحَ َسِض َُ  َحَذثَىِّ األَْس
َسٌَّىًَُ ِدْسَعًُ )سَاي انثخاسِ(  َ ٍِّ اِنَّ أََجٍم  ِد ُْ ُ  اِْشتََشِ طََعا ًما ِمْه ٍَٔ
 
Artinya: “ telah berkata Al Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi 
Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan tempo dan menggadaikan baju besinya ( HR. Bukhari)
40
 
3) Ijma‟:  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 




Tidak semua harta benda diperbolehkan untuk dijadikan  objek 
transaksi dalam jual beli, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan 
bersama atau publik tidak boleh sebagai objek transaksi jual beli. 
Sebagian Qaum (ulama) berpendapat bahwa, perkara air, al kala,  dan api 
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tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk 
diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyur di kalangan 
ulama, yang dimaksud dengan al kala ialah rumput yang diperbolehkan 
tumbuh di atas tanah yang tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu, 
maksud dari air diantaranya: mata air, sumber air, air sungai, yang tidak 
dimiliki oleh orang tertentu. ( Air tersebut tidak berada di tanah atau 
lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api ialah api bakar.
42
 
c. Rukun Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi tejadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 
kepada pihak pembelii, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu 
harus terpenuhi rukun dan syaratnya. 
1)  Penjual 
Yaitu, pemilik harta yang mejual barangnya, atau orang yang diberi 
kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam 
melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 
2)  Pembeli 
Yaitu, orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 
(uangnya). 
3) Barang jualan 
Yaitu, sesuatu yang diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual dan 
diketahui sifatnya oleh pembeli. 
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4) Sighat (Ijab Qabul)   
Yaitu, persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk 
melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang 
dan pihak penjual menyerahkan barang (serah teima), baik transaksi 
menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
43
  
d. Syarat Jual Beli 
1) Pihak yang berakad 
Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan 
untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum. 
2) Obyek jual beli 
a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan 
barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan 
diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan 
penjual ( jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya). 
b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan 
dengan bukti kepemilikan. 
c) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud. 
d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 
3) Harga 
a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah 
dengan margin keuntungan. 
b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 
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c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama 
antara penjual dan pembeli.
44
 
e. Macam – Macam Jual Beli 
Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:  




a) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 
uang. 
b) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang 
lain. 
c) Jual beli muqayyadah, yaitu pertukaran antara barang dengan barang 
(barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai 
dengan valuta asing. 
2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat 
macam, yaitu: 
a) Jual beli yang menguntungkan (Al- Murabahah ) 
b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya  ( tauliyah) 
c) Jual beli rugi ( Al –Khasarah) 
d) Jual beli al- Musawanah, yaitu penjual menyembunyikan harga 
aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli 
seperti inilah yang berkembang sekarang. 
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3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: 
a)  Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. 
b) Jual beli dengan pembayaran tertunda ( bai muajjal), yaitu jual beli 
yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran 
dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 
meliputi: 
(1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di 
muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan 
spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. 
(2) Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai 
atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk 
manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan 
diserahkan kemudian. 




Dalam pendapat lain, jumhur fuqaha membagi jual beli kepada shahih 
dan bathil, yaitu:  
1) Jual beli shahih, yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang 
shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang 
ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan 
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 maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. 
Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat 
jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada 
cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun 
sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
48
  
2) Jual Beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan 
syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, 




a). Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal 
dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya jual beli 
yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau 
jual beli tehadap mal ghairu mutaqawwim (benda yang tidak 
dibenarkan memanfaatkannya  dengan secara syar‟i), seperti bangkai 
dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi 
hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah 
ada. 
Jual beli bathil ini ada beberapa macam, yakni: 
50
 
(1) Jual beli ma‟dum (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang 
dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, 
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misalnya memperjual belikan buah- buahan yang masih dalam 
putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih di 
dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang 
bathil. 
(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan   
Para ulama baik dari kalangan Hanfiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah 
berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang 
tidak dapat diserah terimakan, seperti jual beli terhadap burung 
yang sedang terbang di udara dan ikan di laut.  Bentuk jual beli ini 
termasuk jual beli yang bathil. 
(3) Jual beli gharar, kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi 
juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan 
kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah 
dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan 
tidak pasti. Setiap jenis kontrak yang bersifat open ended 
mengandung unsur gharar. Konsep gharar  dapat dibagi menjadi 
dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung 
keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, 
unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan 
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(4) Jual beli najis dan benda –benda najis 
Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah, 
berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, 




(5) Jual beli urbun (porsekot),  
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli 
menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli 
dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli uang yang 
telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur 
ulama berpendapat jual beli degan cara ini terlarang dan tidak sah. 
(6) Jual beli air 
Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan 
merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap 
benda – benda yang dimiliki secara bersamaan oleh seluruh 
manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh air seperti air laut, 
sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong 
mal mubah.  
Larangan ini tidak berlaku jika mal mubah (benda-benda bebas) 
itu telah dilakukan ihraz al- mubahat atau isti‟la‟ ala al-mubahat 
(penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan 
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di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah air untuk dijadikan 
air minum. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.
53
 
b). Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. 
Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang 
yang pantas, (ahliyah) atau jual beli yang dibolehkan 
memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak 




f. Jual Beli yang Dilarang 
Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan 
dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili 
meringkasnya sebagai berikut: 
55
 
1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu 
ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah 
jual belinya adalah sebagai berikut ini.  
a) Jual beli orang gila 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. 
Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dll. 
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b) Jual beli anak kecil 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak 
sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut 
ulama Syafi‟iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak 
sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, 
Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak dipandang sah jika diizinkan 
walinya. Mereka beralasan untuk melatih kedewassan dengan 
memberikan keleluasaan untuk jual beli. dijelaskan pula di dalam Al-
Qur‟an: 
                          
             … 
Artinya: “Dan ujilah  anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya…” (Q.S. An-Nisa: (4) : 6). 
c) Jual beli orang  buta  
Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika 
barang yang dibelinya diberi sifat. adapun menurut ulama Syafi‟iyah, 
jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan 
barang yang jelek dan yang baik. 
d) Jual beli terpaksa 
Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa 
merupakan jual beli yang ditangguhkan. oleh karena itu, 
 
 
keabsahannya ditangguhkan sampai rela. menurut ulama Malikiyah, 
tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan 
ketika akad. 
e) Jual beli fudhul 
Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizing 
pemiliknya. menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 
ditangguhkan sampai ada izin pemilik. adapun menurut ulama 
Hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhul tidak sah. 
f) Jual beli orang yang terhalang 
Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, 
bangkrut ataupun sakit. menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan 
Hanabilah harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah, 
jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang.
56
 
g) Jual beli malja‟ 
Jual beli malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. 
2) Terlarang sebab sighat 
a) Jual beli mu‟athah 
Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh 
pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 
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memakai ijab-qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada 
ijab dari salah satunya. 
b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. 
Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan 
adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari 
aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad 
tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan 
yang dimaksud. 
c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 
Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan 
khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu 
isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Apabila tidak 
dapat dipahami atau tulisannya tidak jelas maka akad tidak sah. 
d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada 
di tempat adalah tidak sah tidak memenuhi syarat in‟iqad (terjadinya 
akad). 
e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab qabul 
Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab qabul, maksudnya adalah 
jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan 
qabul dari pihak pembeli. Hal ini dipandang tidak sah menurut 
kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan 
 
 
harga, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan 
ulama Syafi‟iyah menganggapnya tidak sah. 
f) Jual beli munjiz 
Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan 




3) Terlarang sebab Ma‟uqud „Alaih (barang jualan) 
Secara umum, ma‟uqud alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh orang yang berakad, biasa disebut mabi‟ (barang jualan) 
dan harga.  Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 
ma‟uqud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, 
dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan 
milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara‟. Masalah yang 
disepakati ulama yang diperselisihkan diantaranya: 
a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada 
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b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 
ketetapan syara‟. 
c) Jual beli gharar 
 Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung 
gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli susu yang 
masih ada di ibunya, bulu domba yang masih ada di punggung domba, 
permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih ada di dalam 
kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. 
Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits berikut ini: 
 َّٓ َْٔشجَ : أَنَّ انىَّثِ ْٓ ٌَُش ِْٕع  َعْه أَتِ َّ َعْه تَ َسهََّم وٍَ َ  ًِ ْٕ ُ َعهَ َّّ ّللاَّ َصه
ايُ اْنَجَماَعحُ ااِلّ َ انْثَُخاِسْ َ ِْٕع َغَشاِس. َس َعْه تَ َ  اْنَحَصاِج 
 
Artinya:  Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi 
S.A.W. melarang jual beli dengan cara lemparan dan jual 




Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah: 
(1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad 
pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun 
belum ada. Misalnya menjual janin yang masih di dalam perut 
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binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lainnya adalah 
menjual ikan yang masih ada di dalam air (tambak). 
(2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. 
Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat 
kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli 
pertama dan yang kedua menjadi batal.  
(3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda 
yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, bahwa 
ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang 
terbesar larangannya. 
(4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang dijual. 
Misalnya “ Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda” 
tanpa menentukan ciri-ciri benda tersebut secara tegas. Contoh 
lainnya misalnya menjual buah-buahan yang masih belum layak 
dikonsumsi. 
(5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 
Misalnya orang berkata: “ saya jual beras kepada anda sesuai 
dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras juga 
bermacam-macam dan harganya juga tidak sama. 
(6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. 
Misalnya: setelah seseorang meninggal, jual beli semacam ini 
termasuk gharar, karena objek akad dipandang belum ada. 
 
 
(7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau 
lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan 
bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Namun 
sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang 
akan dipilih. 
(8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang 
berbeda dalam satu transaksi. Misalnya: salah satu dari dua potong 
pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. 
Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara 
undian dalam berbagai bentuknya. 
(9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan 
yang  ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual kuda pacu 
yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli gharar karena 
antar penjual dan pembeli berspekulasi dalam jual beli ini. 
d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis   
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, 
seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang 
yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, 
seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah 
membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan 





e) Jual beli yang tidak jelas (majhul) 
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, 
sedangkan menurut jumhur, batal sebab akan mendatangkan 
pertentangan diantara manusia. 
f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang 
Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat 
dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap, 
dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi‟iyah melarang secara mutlak. 
Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama 
Hanabilah melarang atas makanan yang diukur. 
g) Jual beli buah-buahan atau sayuran 
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah 
ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan 
atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.
59
 
4) Terlarang Sebab Syara‟ 
Ulama sepakat jika jual beli memenuhi rukun dan syarat nya maka 
jual beli tersebut sah. Namun ada beberapa masalah yang diperselisihkan 
oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut: 
a) Jual beli riba 
Riba nasiah dan riba fadhl fasid menurut ulama Hanafiyah, 
namun batal menurut para jumhur ulama. 
                                                             
59 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah …., h 99. 
 
 
b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas 
nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada 
nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim. 
c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 
Yaitu mencegat (menghentikan) pedagang dalam perjalanannya 
menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan 
mendapat keuntungan. Jika barang hasil pencegatan tersebut dijual 
kembali dan orang yang membelinya mengetahui bahwa itu barang 
hasil pencegatan maka, hukumnya haram. Diharamkan bagi muslim 
membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak 
halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk 
berbuat dosa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh 
tahrim, Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh 
khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu 
termasuk fasid. 
d) Jual beli waktu azan Jum‟at 
Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, beliau 
menghukuminya dengan makruh tahrim. Sedangkan menurut ulama 






e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah zahirnya shahih, 
tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
adalah batal. 
f) Jual beli induk tanpa anaknya yag masih kecil 
Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 
g) Jual beli barang yang sudah dibeli oranglain 
Yaitu seseorang yang telah sepakat akan membeli sesuatu 
barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang 
menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan 
harga lebih tinggi. 
h) Jual beli memakai syarat 
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, 
misalnya “ saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang 
rusak ini dijahit dahulu.” Begitupula menurut ulama Malikiyah 
membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi‟iyah 
dibolehkan jika syarat maslahat bagi salahsatu pihak yang 
melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak 
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a. Pengertian Gharar dan Dasar Hukum Gharar 
Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. 
61
 Suatu 
akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian , baik 
mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun 
menyerahkan objek akad tersebut. 
62
 Sistem jual beli gharar ini terdapat 
unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah telah 
melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.  
Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188: 
 
                          
               
Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 
 
b. Macam-Macam Gharar 
Lebih jauh mengenai gharar, maka gharar dibagi menjadi dua, yaitu 
gharar sighat aqd dan gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya. 
1) Gharar dalam sighat aqd 
Gharar pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang 
mengandung unsur gharar. Gharar bentuk ini berhubungan langsung 
dengan aqad. Unsur gharar pada jenis bisnis ini karena kedua belah 
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pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang 
disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual 
beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan 
transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, 
terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang 
lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.  
Dalam gharar sighat dibagi menjadi: 
a) Dua jual beli dalam satu jual beli 
b) Jual beli urbun 
c)Jual beli munabazah 
d) Jual beli hasah 
e) Jual beli mulamasah 
f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.
63
 
2) Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya. 
Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, 
sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui 
maka sudah termasuk gharar. 
Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya yaitu:
64
 
a) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan 
b) Ketidakjelasan pada jeis barang yang ditransaksikan 
c) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan 
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d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan 
e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan 
f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga 
g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksi  
h) Transaksi pada benda yang tidak ada 
i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan. 
c. Haramnya Gharar dalam Jual Beli 
Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, Gharar yang dilarang ada 10 macam, yaitu:  
1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam 
kandungan induknya.  
2. Tidak diketahui harga dan barang. 
3. Tidak diketahui sifat atau kualitas barang atau harga. 
d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga. 
e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika 
Zaed datang”. 
f. Menghargakan dua kali dalam satu barang. 
g. Menjual barang  yang diharapkan selamat. 
h. Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. 
Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, 
sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin 




j. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, 
seperti seseorang melempari bajunya, kemudian yang lain pun melempar 
bajunya maka jadilah jual beli. 
4. Konsep Dasar Hukum Taklifi dan Wad’i 
a. Pengertian Umum 
Mayoritas ulama ushul Fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut: 
“Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, 
baik bersifat imperative, fakultif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, 
syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang dimaksud Khitob Allah dalam 
definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur‟an, As-Sunnah 
maupun yang lainnya. Ada yang bependapat bahwa yang dimaksud dengan 
dalil hanya al-Qur‟an dan As-Sunnah. Adapun ijma‟ dan qiyas hanya 
sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah 
tersebut. Yang dimaksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia dewasa yang berakalsehat meliputi perbuatan hati, 




b. Pembagian Hukum 
Bertitik dari latar belakang hukum di atas, maka hukum meurut ulama 
ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan  wad‟i. 
 
. 
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1) Hukum Taklifi (Pembebanan) 
Hukum taklifi ialah hukum yang menjelaskan tetntang perintah, 
larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. 
Misalnya, hukum sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. 
Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan 
contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan dan minumlah 
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
66
  
Terkait bentuk-bentuk hukum taklifi tedapat dua golongan ulama 
dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklifi. Pertama, bentuk-bentuk 
hukum taklifi menurut jumhur ulama Ushul Fiqh atau mutakalimin. 
Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tesebut ada lima macam, yaitu 
ijab, nadb, ibahah, karahan (makruh), dan tahrim. Kedua, bentuk-bentuk 
hukum taklifi seperti iftirad, ijab, nabd, ibahah, karahah tanzhiliyah, 
karahah tahrimiyyah, dan  tahrim. 
a) Ijab atau Wajib 
Ijab adalah suatu tuntutan syar‟i yang bersifat untuk 
melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang 
meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut 
pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, 
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b) Nadb atau Sunnah 
Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak 
bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang 
tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman.
68
 
Suatu yang nadb itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk 
mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak 
mendapatkan adzab. 
c) Ibahah atau Mubah 
Khitab Allah yang bersifat fakultatif megandung pilihan antara 
berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khitab Allah ini 
disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu 
disebut mubah.  Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. 
Mubah atau ibahah senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka 




Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan 
itu diungkapkan melalui redaksi yang bersifat memaksa. Dan tidak 
dikenai hukuman. Karahah atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia 
meninggalkannya untuk medapatkan pahal, dan orang yang 
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Tuntutan untuk tidak mengejakan suatu perbuatan dengan 
tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan 
perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram 
itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk medapatkan 
pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab.
71
 
Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan khitab 
tasyri‟, seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mandub.
72
 
2) Hukum Wad‟i 
Hukum wad‟i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk 
menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu 
yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan 
hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, 
maka ia disebut hukum wad‟i. Di dalam ilmu hukum disebut 
pertimbangan hukum. Macam-macam hukum wad‟i yaitu sebagai 
berikut: 
a) Sebab  
Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan 
kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan 
kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang 
dijadikan syar‟i sebagai adanya hukum.  
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Sesuatu yang berada di luar hukum syara‟, tetapi keberadaan 
hukum syara‟ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum 
pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum 
syara‟. Oleh sebab itu, suatu hukum taklifi tidak dapat diterapkan 
kecuali bila telah memenuhi syarat yan telah ditetapkan syara‟. 
Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak 
dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang 
berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.
73
 
c) Man‟i (Penghalang) 
Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau 
tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan 
kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Aapabila 
ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta 
suami atau ayah yang wafat, sesuai degan pembagian masing-masing. 
Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri 




Hukum yang sesuai degan tuntutan syara‟. Yaitu terpenuhinya 
sebab, syarat dan tidak ada man‟i. Misalnya, mengerjakan shalat 
dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu 
(syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya 
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(tidak haid, nifas, dan lain sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan 
yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab 
tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, 
sekalipun man‟i nya tidak ada.
75
 
e) Batal (Tidak Sah) 
Terlepasnya hukum syara‟ dari ketentuan yang ditetapkan dan 
tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-
belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman 
keras tidak benilai harta dala pandangan syara‟. 
f.) „Azimah dan Rukhsah   
„Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada 
seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum 
hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh 
mukallaf wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ini ditetapkan 
Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang 
menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah 
empat rakaat disebut dengan „azimah. Apabila ada dalil lain yang 
menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat 
dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut rukhsah. 
Para ahli ushul fiqh mendefinisikan rukhsah dengan hukum yang 
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Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-
penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan judul tentang jual beli air, sebagai 
berikut:  
1. Skripsi yang dibuat oleh Rizki Eka Prasetio tahun 2016, Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul : “Praktik Jual Beli 
Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung 
Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Rumusan Masalah: Bagaimana praktik 
jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang, Kabupaten 
Gunung Kidul dalam tinjauan Hukum  Islam? Hasil Penelitian: Dari penulisan 
ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi subyek jual beli ( „Aqidani) 
jual beli air dari sumber umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual 
beli ini orang dewasa yang sudah mumayyiz serta tidak ada paksaan dalam jual 
beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (sighat) jual beli air dari sumber 
mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang 
diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan 
persengketaan dalam jual beli tersebut. Dari segi objek jual beli (Ma‟uqud 
„Alaih) jual beli air dari sumber mata air umum tidak diperbolehkan pada 
musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber 
mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan 
mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air 
tersebut. Maka untuk menjual belikan air dari sumber mata air untuk umum 
yang sangat terbatas di musim kemarau tidak diperbolehkan, karena merugikan 
 
 
masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung 
Kidul untuk memperoleh sumber mata air umum.
77
 Yang menjadi 
perbandingan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu dalam 
skripsi penulis, kepemilikan dalam jual beli air dari sumber umum merupakan 
milik bersama dimana masyarakat berhak mengambil secara umum tanpa 
paksaan.  
2. Skripsi yang dibuat oleh M. Adib Mubarok tahun 2009 Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “ Praktik 
Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi di Desa 
Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Rumusan 
Masalah: 1). Bagaimana akad jual beli Sumber Air di Desa Ngaditirto? 2). 
Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual Beli sumber air di  Desa 
Ngaditirto? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa akad yang digunakan di dalam praktek jual beli sumber air di Desa 
Ngaditirto adalah akad jual beli bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat 
sumber air yang ada pada lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli 
secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi 
boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan 
haramnya dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi, maka jual beli sumber air yang 
merupakan hak publik jelas dilarang oleh nabi. Air merupakan kekayaan alam 
yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersamaan. Akad jual 
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beli di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar‟i Islami karena tidak 
menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut. Apabila ditinjau dari 
cara mendapatkan air, usaha yang dilakukan pembeli air juga dari tujuannya 
maka jual beli sumber air seperti ini menurut penulis sah demi hukum. 
Kesimpulan ini dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, 
dimana variabel dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan 
manfaatnya maka praktek jual beli sumber ini bisa dikatakan sesuai dengan 
hukum Islam.
78
 Yang menjadi perbandingan antara skripsi di atas dengan 
skripsi yang penulis buat yaitu yang dijadikan objek jual beli air dimana air 
tersebut berada di tanah  yang transaksinya di bawah tangan. Dan masyarakat 
sekitar dilarang mengambil air tersebut. 
3. Skripsi yang dibuat oleh Yazied tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian”. Rumusan masalah: 
1). Bagaimana sistem penetapan harga jual beli air irigasi yang dilakukan di 
Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? 2). Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga air irigasi di Desa 
Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? Hasil penelitian: Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli air irigasi di Desa Karangasem 
diperbolehkan karena syarat dan rukun telah tepenuhi, sedangkan mengenai 
penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai 
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kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual. 
Mafhum Mukholafah dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air yang 
diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya. Namun demikian patokan di 
masyarakat yang menaksir benih sayur yang ditanam sepersekian 
menghasilkan hasil yang sepersekian menjadikan penetapan harga tersebut 
boleh, selain itu dalam Islam terdapat praktek ijaroh  yaitu penukaran manfaat 
barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenal 
konskuensi membayar ujroh kepada penyedia jasa.
79
 Dari tinjauan pustaka di 
atas, maka dapat dibuat perbandingan dari skripsi ini, yaitu dari segi penetapan 
harga yang dilihat dari menaksir benih sayur yang ditanam petani sehingga 
terdapat perbedaan pemakaian kuantitas air yang didapat antara petani pemakai 
diesel dan petani manual. 
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B. Kajian Teori 
2. Aqad 
b. Pengertian Aqd  
Sebelum melaksanakan kegiatan muamalah, sebaiknya kita harus 
melakukan aqd( perikatan / perjanjian) terlebih dahulu. Menurut bahasa, 
aqd antara lain berarti :  ُْتظ ,(mengikat) انشَّ َعْقذج    ( sambungan), dan  ُاْنَعٍُذ 
(janji).  
Mengikat ( ُْتظ  yaitu: "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat (انشَّ
salah satunya dengan yang lainnya sehingga bersambung, kemudian 
keduanya menjadi sepotong benda. Sambungan (  َعْقَذج) yaitu:  
ْ ُْٔمِسُكٍُ  ِصُم انَِّز ُْ ثِّقٍُُمَ اَْنَم َُ ُٔ َ  ماَ
Artinya: "sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya." 
Janji )اَْنَعٍُُذ(  sebagaimana dijelaskan dalam Al–Qur‟an:  
               
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Istilah „ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pernyataan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak 
ada sangkut pautnya dengan orang lain.  Perjanjian yang dibuat seseorang 
tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak 
berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan „aqdu 
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang 
mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut 
serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang 
pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji („ahdu) dari dua orang 
yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. 




1) Perjanjian („ahdu) 
2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 
3) Perikatan („aqdu) 
Bisa juga “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun 
ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi.” Menurut 
terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara 
umum dan secara khusus. Pengertian umum akad menurut pendapat ulama 
Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan 
oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 
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pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginanan 
dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. 
Pengertian aqd dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, 
antara lain: 
ٍل َعهإِْستِثَا طُ  ُْ ُ َْٔجا ٍب تِقَث ًٍ إِ ْج َ عٍ َْٔثثُُت  َّ  َْ ًِ َمْشُش ّْ َمَحهِّ أَتََشيُ فِ  
Artinya: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan 
ketentuan  syara‟ yang berdampak pada objeknya.”
82
 
Dengan demikian, aqd merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang 
menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum 
terhadap objek yang diakadkan.
83
 Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua 
bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqd, 




b. Rukun dan Syarat Aqd 
1)  Rukun Aqd 
Rukun aqd yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan 




a). Shighat (pernyataan ijab dan qabul)  
b). Aqidain (dua pihak yang melakukan kontrak) 
                                                             
82
Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.  
83
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor 
Keuangan Syariah”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 46 
84
 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah …. , h. 45.  
85
Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25. 
 
 
c). Ma‟qud Alaih (objek kontrak)  
Dari definisi ini maka yang menjadi rukun aqd di kalangan Hanafiyah 
adalah shighat aqad, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari aqad adalah 
ikatan antara ijab dan kabul. 
Rukun menurut jumhur fuqaha‟ selain Hanafiyah adalah apa yang 
keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat 
sesuatu. 
Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun aqd di kalangan jumhur 
fuqaha ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), ma‟qudalaih (objek 
akad), dan shighat aqad (ijab dan kabul).
86
 
2) Syarat Akad  




a). Syarat-syarat terjadinya aqd, yaitu sesuatu yang menjadikan aqd sah 
menurut syara‟, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi 
batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. 
Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap aqd. Sedangkan 
syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian aqad dan tidak 
harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bisa diserah 
terimakan objek benda dalam aqd, baik dalam jual beli, hibah, pinjam–
meminjam, gadai, dan yang lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya 
batal aqd tersebut. 
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b). Syarat sahnya aqd, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara‟ untuk mengatur 
dampak aqd. Jika syarat tidak terpenuhi, maka aqd rusak. Di antara syarat 
sahnya aqd yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah terhindarnya 
aqd dari enam hal, yaitu kesamaran (jahalah), pemaksaan (ikrah), 
pembatasan waktu (tauqit), ketidakjelasan (gharar), kemadharatan 
(dharar), dan syarat yang rusak (syarth al-fasid). 
c). Syarat pelaksanaan aqd. Disyaratkan agar aqd itu terlaksana oleh dua 
hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu 
seseorang yang memiliki kebebasan mentashrufkan dan memanfaatkan 
benda, kecuali terdapat larangan yang melarangnya, seperti gila, idiot, 
bodoh, dan masih kecil. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang 
dimiliki penuh oleh seseorang dalam mentashrufkan benda, baik hal asli 
seperti yang dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau 
orang yang diberikan wasiat olehnya. 
d). Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akd adalah 
adanya kepastian hukum (lazim). Disyaratkan agar akad mempunyai 
kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang 
memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. 






c. Batal dan Berakhirnya Akad 
1) Batalnya Akad 
Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum 




a) Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut para ulama, penawaran 
bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh pihak kedua. 
Kebolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum 
terjadi. Pendapat ini didukung oleh Hanafi. 
b) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah 
satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran. 
c)  Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan. 
d) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan 
berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan ( qabul) dari pihak 
lain (kedua). 
2) Berakhirnya Akad 
Aqd berakhirnya dengan sebab fasakh, kematian. Berikut ini akan 
diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berakhir: 
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(1) Fasakh dengan sebab akad fasid (rusak) 
Apabila terjadi akad fasid, seperti ba‟i majhul (jual beli yang 
objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual 
beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, 
kecuali bila terdapat penghalang untuk memfasakhkan, seperti barang 
yang dibeli telah dijual atau dihibahkan. 
(2)  Fasakh dengan sebab khiyar 
Terhadap orang yang punya hak khiyar boleh menfasakhkan 
akad. Akan tetapi, pada khiyar aibi kalau sudah serah terima menurut 
Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan 
atau berdasarkan keputusan hakim.  
(3)  Fasakh dengan iqalah (menarik kembali) 
Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal 
dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan 
berdasarkan keridaan pihak lain. 
(4)  Fasakh karena tidak ada tanfiz ( penyerahan barang/harga).  
Misalnya, pada akad jual beli barang rusak seblum serah terima 
maka akad ini menjadi fasakh. 
(5) Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad atau terwujudnya 
tujuan akad. Akad fasakh dan berakhir dengan sendirinya karena 
habisnya waktu atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad 
ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa. 
 
 
b)  Berakhirnya akad karena kematian 
Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad 
diantaranya ijarah. Menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan sebab 
meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad 
lazim (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain 
Hanafiyah akad ijarah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu 
dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad rahn, kafalah, 
syirkah, wakalah, muzaraah, dan musaqah. Akad ini  berakhir dengan 
meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. 
c)  Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad mauquf. 
2. Jual Beli dalam Perspektif Islam 
d. Pengertian Jual Beli 
Lafazh انثٕع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. 
Para ahli menggunakan istilah انثٕع kepada makna yang mengeluarkan atau 
pemindahan sesuatu dari pemiliknya dengan harga tertentu.
90
 
Secara bahasa (etimologi), jual beli berarti :  
ٍء  ْٓ ءٍ ُمقَا تَهَحُ َش ْٓ تَِش  
Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari Ba‟i 
(jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.  
Hal ini sebagaimana firman Allah:  
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…         )َاْلألََيُه( 




Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat ulama fiqh 
yang  mendefinisikan jual beli, meskipun memiliki arti dan substansi yang 
tidak jauh berbeda, diantaranya sebagai berikut: 
1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 
a)  Definisi dalam arti umum, yaitu: 
 ٌِ ُِ وَْح َ ِح  اْنفِضَّ َ ٌَِة  ِْٕه تِانىَّْقَذْىِه انزَّ ُْٕع اْنَع تَ َُ ٌُ ْهَعحِ مَ ُمثَاَدنَحُ انسِّ َْ ا اَ أَ ٌِ ُِ وَْح َْ  تاِنىَّْقِذأَ
 َّ صٍ  َعه ُْ ًِ َمْخُص ْج َ 
Artinya: “ jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar 




b)  Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
َُ ُمثَاَدنَح  اْنَماِل عَ  ٌُ َ َّ جْ  ه صٍ  ًِ َ ُْ  َمْخُص




2) Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua 
macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. 
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a)  Definisi dalam arti umum, yaitu: 
َضِح عَ  َ َُ َعْقُذ َمَعا  َّ فٍَُ ِْٕش مَ  ه الَ ُمتَْعِح نَزَّ فِ اَ ىَغ َ  جِ َع 
Artinya: “ jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”
94
 
Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah 
akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat 
ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia 




b)  Definisi dalam arti khusus, yaitu:  
َ َضحٍ  َُ َعْقُذ ُمَعا الَ مُ  َّ َعه فٍَُ َ ِْٕش َمىَا فَِع  ُمَكا ََٔسحٍ َغ َْ ِج أَ ْٕحِ  ْتَعِح نَزَّ َُ َض  أََحُذ ِع
  ًِ ِْٕه فِْٕ ُْٕش انَْع ٍح, ُمَعَّٕه  َغ الَ فِضَّ َ ُْٕش َرَحٍة   َغ
Artinya: “ jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 
bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan 
bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”
96
 
Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 
daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya 
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dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 
merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun 




3) Menurut Imam Syafi‟i, beliau mendefinisikan jual beli yaitu pada 
prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan 




4) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: pertukaran harta dengan harta 
(yang lain) untuk saling menjadikan milik. 
5) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli menurut istilah adalah tukar 
menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah 
dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu‟athaa (tanpa ijab-qabul).
99
 
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa 
pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran 
benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan 
secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana 
salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang sesuai dengan ketentuan 
yang dibenarkan oleh syara‟ dan disepakati.  
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e. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟, 
yakni: 
1) Al-Qur‟an, diantaranya: 
a) Surah Al-Baqarah ayat 275: 
...               ... 
Artinya: ...“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan     riba.”...(Q.S. Al-Baqarah:(2):275). 
Berdasarkan ayat tersebut, disebutkan bahwa jual beli 
merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, 




Dibolehkannya jual beli karena memang jual beli sangat 
dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan 
hidup sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang 
dibutuhkannya. Kadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan 
orang lain. Maka dengan jual beli, manusia saling tolong menolong 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda 
kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang 






                                                             
100
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,(Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.  
101
 Ibid, h. 179.  
 
 
b) Surah Al-Baqarah ayat 282:  
 …                        
                             
 
Artinya: ”...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.” (Q.S.Al-Baqarah: 282). 
 
c).Surah An-Nisa ayat 29: 
                      
                  
              
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q.S. An-Nisa: (4):29) 
 
Menurut Imam Syafi‟i menyatakan, secara asal jual beli 
diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau 
keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak 
bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara‟.
102
 
2) As-sunnah, diantaranya: 
 ُ ِ َصهَّ ّللاَّ ُ قَاَل : وٍََّ َسُسُُل ّللاَّ َٓ ّللّاُ َعْىًُ اَوًَّ  َعْه اَوَِس ْتِه َما نِِك َسِض
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َسهََّم َعِه اْنُمَحاقَهَِح  َ  ًِ ْٕ اْنُمَخاَضَشِج  ,َعهَ اْنُمىَا تََزجِ  ,انُْمالََمَسح ,َ اْنُمَزاتَىَِح. ,َ َ 
 سِ(ا)سَاي انثخ 
Artinya: “ Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang 
melakukan jual beli yang belum ditunaikan, jual beli yang 
buahnya blum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual 
beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak 




َسهَّمَ  َ  ًِ ْٕ ُ َعهَ َٓ َصهَّّ ا َّللَّ ُ َعْىٍَا أَنَّ انىَّثِ َٓ ّللاَّ اُد َعْه َعاأَِشحَ َسِض َُ  َحَذثَىِّ األَْس
َسٌَّىًَُ ِدْسَعًُ )سَاي انثخاسِ(  َ ٍِّ اِنَّ أََجٍم  ِد ُْ ُ  اِْشتََشِ طََعا ًما ِمْه ٍَٔ
 
Artinya: “ telah berkata Al Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi 
Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan tempo dan menggadaikan baju besinya ( HR. Bukhari)
104
 
3) Ijma‟:  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang 




Tidak semua harta benda diperbolehkan untuk dijadikan  objek 
transaksi dalam jual beli, yakni harta benda yang menjadi kepemilikan 
bersama atau publik tidak boleh sebagai objek transaksi jual beli. 
Sebagian Qaum (ulama) berpendapat bahwa, perkara air, al kala,  dan api 
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tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu dan tidak sah untuk 
diperjualbelikan secara mutlak. Pendapat yang masyur di kalangan 
ulama, yang dimaksud dengan al kala ialah rumput yang diperbolehkan 
tumbuh di atas tanah yang tidak dapat dimiliki oleh orang tertentu, 
maksud dari air diantaranya: mata air, sumber air, air sungai, yang tidak 
dimiliki oleh orang tertentu. ( Air tersebut tidak berada di tanah atau 
lahan yang dimiliki orang secara sah). Maksud api ialah api bakar.
106
 
f. Rukun Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
konsekuensi tejadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual 
kepada pihak pembelii, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu 
harus terpenuhi rukun dan syaratnya. 
1)  Penjual 
Yaitu, pemilik harta yang mejual barangnya, atau orang yang diberi 
kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam 
melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 
2)  Pembeli 
Yaitu, orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 
(uangnya). 
3) Barang jualan 
Yaitu, sesuatu yang diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual dan 
diketahui sifatnya oleh pembeli. 
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4) Sighat (Ijab Qabul)   
Yaitu, persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk 
melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang 
dan pihak penjual menyerahkan barang (serah teima), baik transaksi 
menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
107
  
d. Syarat Jual Beli 
1) Pihak yang berakad 
Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan 
untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum. 
2) Obyek jual beli 
a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan 
barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan 
diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan 
penjual ( jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya). 
b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan 
dengan bukti kepemilikan. 
c) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud. 
d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 
3) Harga 
a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah 
dengan margin keuntungan. 
b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 
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c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama 
antara penjual dan pembeli.
108
 
e. Macam – Macam Jual Beli 
Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:  




a) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 
uang. 
b) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang 
lain. 
c) Jual beli muqayyadah, yaitu pertukaran antara barang dengan barang 
(barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai 
dengan valuta asing. 
2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat 
macam, yaitu: 
a) Jual beli yang menguntungkan (Al- Murabahah ) 
b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya  ( tauliyah) 
c) Jual beli rugi ( Al –Khasarah) 
d) Jual beli al- Musawanah, yaitu penjual menyembunyikan harga 
aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli 
seperti inilah yang berkembang sekarang. 
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3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: 
a)  Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. 
b) Jual beli dengan pembayaran tertunda ( bai muajjal), yaitu jual beli 
yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran 
dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 
meliputi: 
(1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di 
muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan 
spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. 
(2) Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai 
atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk 
manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan 
diserahkan kemudian. 




Dalam pendapat lain, jumhur fuqaha membagi jual beli kepada shahih 
dan bathil, yaitu:  
1) Jual beli shahih, yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang 
shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun syarat yang 
ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan 
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 maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. 
Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat 
jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada 
cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun 
sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.
112
  
2) Jual Beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan 
syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, 




a). Jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal 
dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya, misalnya jual beli 
yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau 
jual beli tehadap mal ghairu mutaqawwim (benda yang tidak 
dibenarkan memanfaatkannya  dengan secara syar‟i), seperti bangkai 
dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi 
hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah 
ada. 
Jual beli bathil ini ada beberapa macam, yakni: 
114
 
(1) Jual beli ma‟dum (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang 
dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, 
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misalnya memperjual belikan buah- buahan yang masih dalam 
putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih di 
dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang 
bathil. 
(2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan   
Para ulama baik dari kalangan Hanfiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah 
berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang 
tidak dapat diserah terimakan, seperti jual beli terhadap burung 
yang sedang terbang di udara dan ikan di laut.  Bentuk jual beli ini 
termasuk jual beli yang bathil. 
(3) Jual beli gharar, kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi 
juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan 
kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah 
dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan 
tidak pasti. Setiap jenis kontrak yang bersifat open ended 
mengandung unsur gharar. Konsep gharar  dapat dibagi menjadi 
dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung 
keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, 
unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan 
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(4) Jual beli najis dan benda –benda najis 
Para ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah, 
berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, 




(5) Jual beli urbun (porsekot),  
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli 
menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli 
dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli uang yang 
telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur 
ulama berpendapat jual beli degan cara ini terlarang dan tidak sah. 
(6) Jual beli air 
Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan 
merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap 
benda – benda yang dimiliki secara bersamaan oleh seluruh 
manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh air seperti air laut, 
sungai, dan sumur tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong 
mal mubah.  
Larangan ini tidak berlaku jika mal mubah (benda-benda bebas) 
itu telah dilakukan ihraz al- mubahat atau isti‟la‟ ala al-mubahat 
(penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan 
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di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah air untuk dijadikan 
air minum. Terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.
117
 
b). Jual Beli Fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. 
Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang 
yang pantas, (ahliyah) atau jual beli yang dibolehkan 
memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak 




f. Jual Beli yang Dilarang 
Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan 
dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili 
meringkasnya sebagai berikut: 
119
 
1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu 
ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah 
jual belinya adalah sebagai berikut ini.  
a) Jual beli orang gila 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. 
Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dll. 
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b) Jual beli anak kecil 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak 
sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut 
ulama Syafi‟iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak 
sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, 
Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak dipandang sah jika diizinkan 
walinya. Mereka beralasan untuk melatih kedewassan dengan 
memberikan keleluasaan untuk jual beli. dijelaskan pula di dalam Al-
Qur‟an: 
                          
             … 
Artinya: “Dan ujilah  anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya…” (Q.S. An-Nisa: (4) : 6). 
c) Jual beli orang  buta  
Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika 
barang yang dibelinya diberi sifat. adapun menurut ulama Syafi‟iyah, 
jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan 
barang yang jelek dan yang baik. 
d) Jual beli terpaksa 
Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa 
merupakan jual beli yang ditangguhkan. oleh karena itu, 
 
 
keabsahannya ditangguhkan sampai rela. menurut ulama Malikiyah, 
tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan 
ketika akad. 
e) Jual beli fudhul 
Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizing 
pemiliknya. menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 
ditangguhkan sampai ada izin pemilik. adapun menurut ulama 
Hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhul tidak sah. 
f) Jual beli orang yang terhalang 
Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, 
bangkrut ataupun sakit. menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan 
Hanabilah harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah, 
jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang.
120
 
g) Jual beli malja‟ 
Jual beli malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. 
2) Terlarang sebab sighat 
a) Jual beli mu‟athah 
Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh 
pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 
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memakai ijab-qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada 
ijab dari salah satunya. 
b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. 
Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan 
adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari 
aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad 
tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan 
yang dimaksud. 
c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 
Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan 
khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu 
isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Apabila tidak 
dapat dipahami atau tulisannya tidak jelas maka akad tidak sah. 
d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada 
di tempat adalah tidak sah tidak memenuhi syarat in‟iqad (terjadinya 
akad). 
e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab qabul 
Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab qabul, maksudnya adalah 
jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan 
qabul dari pihak pembeli. Hal ini dipandang tidak sah menurut 
kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan 
 
 
harga, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan 
ulama Syafi‟iyah menganggapnya tidak sah. 
f) Jual beli munjiz 
Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan 




3) Terlarang sebab Ma‟uqud „Alaih (barang jualan) 
Secara umum, ma‟uqud alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh orang yang berakad, biasa disebut mabi‟ (barang jualan) 
dan harga.  Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 
ma‟uqud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, 
dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan 
milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara‟. Masalah yang 
disepakati ulama yang diperselisihkan diantaranya: 
a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada 
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b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan 
ketetapan syara‟. 
c) Jual beli gharar 
 Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung 
gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli susu yang 
masih ada di ibunya, bulu domba yang masih ada di punggung domba, 
permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih ada di dalam 
kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. 
Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits berikut ini: 
 َّٓ َْٔشجَ : أَنَّ انىَّثِ ْٓ ٌَُش ِْٕع  َعْه أَتِ َّ َعْه تَ َسهََّم وٍَ َ  ًِ ْٕ ُ َعهَ َّّ ّللاَّ َصه
ايُ اْنَجَماَعحُ ااِلّ َ انْثَُخاِسْ َ ِْٕع َغَشاِس. َس َعْه تَ َ  اْنَحَصاِج 
 
Artinya:  Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi 
S.A.W. melarang jual beli dengan cara lemparan dan jual 




Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah: 
(1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad 
pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun 
belum ada. Misalnya menjual janin yang masih di dalam perut 
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binatang ternak tanpa menjual induknya. Contoh lainnya adalah 
menjual ikan yang masih ada di dalam air (tambak). 
(2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. 
Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat 
kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli 
pertama dan yang kedua menjadi batal.  
(3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda 
yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, bahwa 
ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang 
terbesar larangannya. 
(4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang dijual. 
Misalnya “ Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda” 
tanpa menentukan ciri-ciri benda tersebut secara tegas. Contoh 
lainnya misalnya menjual buah-buahan yang masih belum layak 
dikonsumsi. 
(5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 
Misalnya orang berkata: “ saya jual beras kepada anda sesuai 
dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras juga 
bermacam-macam dan harganya juga tidak sama. 
(6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. 
Misalnya: setelah seseorang meninggal, jual beli semacam ini 
termasuk gharar, karena objek akad dipandang belum ada. 
 
 
(7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau 
lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan 
bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Namun 
sewaktu terjadi akad, tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang 
akan dipilih. 
(8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang 
berbeda dalam satu transaksi. Misalnya: salah satu dari dua potong 
pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. 
Termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara 
undian dalam berbagai bentuknya. 
(9) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan 
yang  ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual kuda pacu 
yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat jual beli gharar karena 
antar penjual dan pembeli berspekulasi dalam jual beli ini. 
d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis   
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, 
seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang 
yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, 
seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah 
membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan 





e) Jual beli yang tidak jelas (majhul) 
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, 
sedangkan menurut jumhur, batal sebab akan mendatangkan 
pertentangan diantara manusia. 
f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang 
Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat 
dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap, 
dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi‟iyah melarang secara mutlak. 
Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama 
Hanabilah melarang atas makanan yang diukur. 
g) Jual beli buah-buahan atau sayuran 
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah 
ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan 
atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.
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4) Terlarang Sebab Syara‟ 
Ulama sepakat jika jual beli memenuhi rukun dan syarat nya maka 
jual beli tersebut sah. Namun ada beberapa masalah yang diperselisihkan 
oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut: 
a) Jual beli riba 
Riba nasiah dan riba fadhl fasid menurut ulama Hanafiyah, 
namun batal menurut para jumhur ulama. 
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b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid dan terjadi akad atas 
nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada 
nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim. 
c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 
Yaitu mencegat (menghentikan) pedagang dalam perjalanannya 
menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan 
mendapat keuntungan. Jika barang hasil pencegatan tersebut dijual 
kembali dan orang yang membelinya mengetahui bahwa itu barang 
hasil pencegatan maka, hukumnya haram. Diharamkan bagi muslim 
membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak 
halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk 
berbuat dosa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh 
tahrim, Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh 
khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu 
termasuk fasid. 
d) Jual beli waktu azan Jum‟at 
Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, beliau 
menghukuminya dengan makruh tahrim. Sedangkan menurut ulama 






e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah zahirnya shahih, 
tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
adalah batal. 
f) Jual beli induk tanpa anaknya yag masih kecil 
Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 
g) Jual beli barang yang sudah dibeli oranglain 
Yaitu seseorang yang telah sepakat akan membeli sesuatu 
barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang 
menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan 
harga lebih tinggi. 
h) Jual beli memakai syarat 
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, 
misalnya “ saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang 
rusak ini dijahit dahulu.” Begitupula menurut ulama Malikiyah 
membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi‟iyah 
dibolehkan jika syarat maslahat bagi salahsatu pihak yang 
melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak 
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a. Pengertian Gharar dan Dasar Hukum Gharar 
Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. 
125
 
Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian , 
baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah 
maupun menyerahkan objek akad tersebut. 
126
 Sistem jual beli gharar ini 
terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah 
telah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.  
Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188: 
 
                          
               
Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 
 
b. Macam-Macam Gharar 
Lebih jauh mengenai gharar, maka gharar dibagi menjadi dua, yaitu 
gharar sighat aqd dan gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya. 
1) Gharar dalam sighat aqd 
Gharar pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang 
mengandung unsur gharar. Gharar bentuk ini berhubungan langsung 
dengan aqad. Unsur gharar pada jenis bisnis ini karena kedua belah 
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pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang 
disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual 
beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan 
transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, 
terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang 
lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.  
Dalam gharar sighat dibagi menjadi: 
a) Dua jual beli dalam satu jual beli 
b) Jual beli urbun 
c)Jual beli munabazah 
d) Jual beli hasah 
e) Jual beli mulamasah 
f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.
127
 
2) Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya. 
Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, 
sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui 
maka sudah termasuk gharar. 
Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya yaitu:
128
 
a) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan 
b) Ketidakjelasan pada jeis barang yang ditransaksikan 
c) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan 
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d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan 
e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan 
f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga 
g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksi  
h) Transaksi pada benda yang tidak ada 
i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan. 
c. Haramnya Gharar dalam Jual Beli 
Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, Gharar yang dilarang ada 10 macam, yaitu:  
1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam 
kandungan induknya.  
2. Tidak diketahui harga dan barang. 
3. Tidak diketahui sifat atau kualitas barang atau harga. 
d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga. 
e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika 
Zaed datang”. 
f. Menghargakan dua kali dalam satu barang. 
g. Menjual barang  yang diharapkan selamat. 
h. Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. 
Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, 
sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin 




j. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, 
seperti seseorang melempari bajunya, kemudian yang lain pun melempar 
bajunya maka jadilah jual beli. 
4. Konsep Dasar Hukum Taklifi dan Wad’i 
a. Pengertian Umum 
Mayoritas ulama ushul Fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut: 
“Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, 
baik bersifat imperative, fakultif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, 
syarat, dan penghalang”. Kemudian, yang dimaksud Khitob Allah dalam 
definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur‟an, As-Sunnah 
maupun yang lainnya. Ada yang bependapat bahwa yang dimaksud dengan 
dalil hanya al-Qur‟an dan As-Sunnah. Adapun ijma‟ dan qiyas hanya 
sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah 
tersebut. Yang dimaksud perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia dewasa yang berakalsehat meliputi perbuatan hati, 




b. Pembagian Hukum 
Bertitik dari latar belakang hukum di atas, maka hukum meurut ulama 
ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan  wad‟i. 
 
. 
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1) Hukum Taklifi (Pembebanan) 
Hukum taklifi ialah hukum yang menjelaskan tetntang perintah, 
larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. 
Misalnya, hukum sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. 
Sedangkan hukum yang melarang, seperti memakan harta anak yatim dan 
contoh yang bersifat memilih (fakultatif) adalah makan dan minumlah 
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
130
  
Terkait bentuk-bentuk hukum taklifi tedapat dua golongan ulama 
dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklifi. Pertama, bentuk-bentuk 
hukum taklifi menurut jumhur ulama Ushul Fiqh atau mutakalimin. 
Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tesebut ada lima macam, yaitu 
ijab, nadb, ibahah, karahan (makruh), dan tahrim. Kedua, bentuk-bentuk 
hukum taklifi seperti iftirad, ijab, nabd, ibahah, karahah tanzhiliyah, 
karahah tahrimiyyah, dan  tahrim. 
a) Ijab atau Wajib 
Ijab adalah suatu tuntutan syar‟i yang bersifat untuk 
melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang 
meninggalkannya dikenai sanksi. Sesuatu yang wajib tersebut 
pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, 
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b) Nadb atau Sunnah 
Tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak 
bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang 
tidak dilarang untuk meninggalkannya dan tidak dikenai hukuman.
132
 
Suatu yang nadb itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk 
mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak 
mendapatkan adzab. 
c) Ibahah atau Mubah 
Khitab Allah yang bersifat fakultatif megandung pilihan antara 
berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari khitab Allah ini 
disebut juga dengan ibahah, dan perbuatan yang boleh dipilih itu 
disebut mubah.  Kata mubah memiliki nama lain halal dan jaiz. 
Mubah atau ibahah senantiasa berada pada sifat mubah (boleh), maka 




Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan 
itu diungkapkan melalui redaksi yang bersifat memaksa. Dan tidak 
dikenai hukuman. Karahah atau makruh itu pelakunya diganjar jika ia 
meninggalkannya untuk medapatkan pahal, dan orang yang 
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Tuntutan untuk tidak mengejakan suatu perbuatan dengan 
tuntutan yang memaksa. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah dan 
perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram. Suatu yang haram 
itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk medapatkan 
pahala, dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab.
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Hukum-hukum menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan khitab 
tasyri‟, seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mandub.
136
 
2) Hukum Wad‟i 
Hukum wad‟i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk 
menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu 
yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan 
hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang, 
maka ia disebut hukum wad‟i. Di dalam ilmu hukum disebut 
pertimbangan hukum. Macam-macam hukum wad‟i yaitu sebagai 
berikut: 
a) Sebab  
Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan 
kepada sesuatu yang lain, berarti jalan yang dapat menyampaikan 
kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang 
dijadikan syar‟i sebagai adanya hukum.  
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Sesuatu yang berada di luar hukum syara‟, tetapi keberadaan 
hukum syara‟ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum 
pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum 
syara‟. Oleh sebab itu, suatu hukum taklifi tidak dapat diterapkan 
kecuali bila telah memenuhi syarat yan telah ditetapkan syara‟. 
Misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak 
dapat dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi, apabila seseorang 
berwudhu, ia tidak harus melaksanakan shalat.
137
 
c) Man‟i (Penghalang) 
Sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau 
tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan 
kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan. Aapabila 
ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta 
suami atau ayah yang wafat, sesuai degan pembagian masing-masing. 
Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri 




Hukum yang sesuai degan tuntutan syara‟. Yaitu terpenuhinya 
sebab, syarat dan tidak ada man‟i. Misalnya, mengerjakan shalat 
dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu 
(syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya 
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(tidak haid, nifas, dan lain sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan 
yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab 
tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, 
sekalipun man‟i nya tidak ada.
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e) Batal (Tidak Sah) 
Terlepasnya hukum syara‟ dari ketentuan yang ditetapkan dan 
tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-
belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman 
keras tidak benilai harta dala pandangan syara‟. 
f.) „Azimah dan Rukhsah   
„Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada 
seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum 
hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya seluruh 
mukallaf wajib mengikutinya. Misalnya, jumlah rakaat ini ditetapkan 
Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang 
menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum shalat dzuhur adalah 
empat rakaat disebut dengan „azimah. Apabila ada dalil lain yang 
menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat 
dzuhur dua rakaat, seperti musafir, maka hukum itu disebut rukhsah. 
Para ahli ushul fiqh mendefinisikan rukhsah dengan hukum yang 
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Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-
penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan judul tentang jual beli air, sebagai 
berikut:  
1. Skripsi yang dibuat oleh Rizki Eka Prasetio tahun 2016, Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul : “Praktik Jual Beli 
Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung 
Kidul Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Rumusan Masalah: Bagaimana praktik 
jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang, Kabupaten 
Gunung Kidul dalam tinjauan Hukum  Islam? Hasil Penelitian: Dari penulisan 
ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi subyek jual beli ( „Aqidani) 
jual beli air dari sumber umum itu diperbolehkan karena yang melakukan jual 
beli ini orang dewasa yang sudah mumayyiz serta tidak ada paksaan dalam jual 
beli tersebut. Dari segi akad transaksi jual beli (sighat) jual beli air dari sumber 
mata air umum diperbolehkan karena sudah termasuk akad transaksi yang 
diperbolehkan yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan 
persengketaan dalam jual beli tersebut. Dari segi objek jual beli (Ma‟uqud 
„Alaih) jual beli air dari sumber mata air umum tidak diperbolehkan pada 
musim kemarau karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari sumber 
mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan dan 
mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber mata air 
tersebut. Maka untuk menjual belikan air dari sumber mata air untuk umum 
yang sangat terbatas di musim kemarau tidak diperbolehkan, karena merugikan 
 
 
masyarakat pengguna air lainnya di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung 
Kidul untuk memperoleh sumber mata air umum.
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 Yang menjadi 
perbandingan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat yaitu dalam 
skripsi penulis, kepemilikan dalam jual beli air dari sumber umum merupakan 
milik bersama dimana masyarakat berhak mengambil secara umum tanpa 
paksaan.  
2. Skripsi yang dibuat oleh M. Adib Mubarok tahun 2009 Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “ Praktik 
Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi di Desa 
Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Rumusan 
Masalah: 1). Bagaimana akad jual beli Sumber Air di Desa Ngaditirto? 2). 
Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual Beli sumber air di  Desa 
Ngaditirto? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa akad yang digunakan di dalam praktek jual beli sumber air di Desa 
Ngaditirto adalah akad jual beli bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat 
sumber air yang ada pada lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli 
secara mutlak. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi 
boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan 
haramnya dalam Al-Qur‟an dan Hadis Nabi, maka jual beli sumber air yang 
merupakan hak publik jelas dilarang oleh nabi. Air merupakan kekayaan alam 
yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersamaan. Akad jual 
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beli di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar‟i Islami karena tidak 
menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut. Apabila ditinjau dari 
cara mendapatkan air, usaha yang dilakukan pembeli air juga dari tujuannya 
maka jual beli sumber air seperti ini menurut penulis sah demi hukum. 
Kesimpulan ini dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, 
dimana variabel dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan 
manfaatnya maka praktek jual beli sumber ini bisa dikatakan sesuai dengan 
hukum Islam.
142
 Yang menjadi perbandingan antara skripsi di atas dengan 
skripsi yang penulis buat yaitu yang dijadikan objek jual beli air dimana air 
tersebut berada di tanah  yang transaksinya di bawah tangan. Dan masyarakat 
sekitar dilarang mengambil air tersebut. 
3. Skripsi yang dibuat oleh Yazied tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian”. Rumusan masalah: 
1). Bagaimana sistem penetapan harga jual beli air irigasi yang dilakukan di 
Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? 2). Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga air irigasi di Desa 
Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? Hasil penelitian: Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli air irigasi di Desa Karangasem 
diperbolehkan karena syarat dan rukun telah tepenuhi, sedangkan mengenai 
penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai 
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kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual. 
Mafhum Mukholafah dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air yang 
diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya. Namun demikian patokan di 
masyarakat yang menaksir benih sayur yang ditanam sepersekian 
menghasilkan hasil yang sepersekian menjadikan penetapan harga tersebut 
boleh, selain itu dalam Islam terdapat praktek ijaroh  yaitu penukaran manfaat 
barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenal 
konskuensi membayar ujroh kepada penyedia jasa.
143
 Dari tinjauan pustaka di 
atas, maka dapat dibuat perbandingan dari skripsi ini, yaitu dari segi penetapan 
harga yang dilihat dari menaksir benih sayur yang ditanam petani sehingga 
terdapat perbedaan pemakaian kuantitas air yang didapat antara petani pemakai 
diesel dan petani manual. 
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